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Skripsiini yang berjudul peranan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam 
mengantisipasi perkawinan di bawah umur di Kecamatan Bolo. 
Ada dua permasalah pokok disini yaitu: 1.Bagaimana dampak pernikahan 
dibawah umur di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. 2. Bagaimana peranan Kantor 
Urusan Agama (KUA) KecamatanBolodalam menanggulangi pernikahan 
dibawaumur di Kecamatan Bolo KabupatenBima. 
Penyelesaian masalah tersebut, menggunakan metode penelitian kualitatif  
yang berusaha mendapatkan informasi tentang objek yang diteliti sesuai realitas yang 
ada dalam masyarakat. Dalam penulisan skripsi ini, penulis langsung meneliti di 
Kantor Urusan Agama (KUA) Kca.Bolo Kab.Bima untuk mencari data yang 
diperlukan terkait dengan pembahasan skripsi ini dan menggunakan metode 
wawancara, yakni pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara langsung 
terhadap kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan pegawainya. 
Dari hasil penelitian di dapat kan bahwa latar belakang terjadinya perkawinan 
dibawah umur di Kca.Bolo Kab.Bima di sebab kan oleh beberapa faktor yakni: 
Faktor kekeluargaan, yakni adanya rasa kekeluargaan yang tidak ingin di putuskan 
yang mengakibat kan anak-anak mereka masih di bawah umur sudah di kawin kan 
tampa mempertimbangkan kesiapan bagi anak-anak. Faktor ekonomi, yakni adanya di 
kalangan mereka di desak oleh kebutuhan ekonomi, Usaha dan upaya yang dilakukan 
oleh Kantaor Urusan Agama (KUA) dalam dampak perkawinan dibawah umur di 
Kca.Bolo Kab.Bima adalah, bimbingan dan penyuluhan dalam bentuk nasehat 
perkawinan, pengajian dan khutbah jum’at, penerapan undang-undang perkawinan, 
yaitu menegas kan kepada anggota masyarakat agar mematuhi ketentuan yang di 
langsungkan perkawinan menurut Undang-undang perkawinan, yakni 19 tahun bagi 






A. Latar  Belakang Masalah 
Pernikahan merupakan jalan yang mulia lagi terhormat untuk memenuhi 
tuntutan biologis, melakukan hubungan seksual dan mengembangkan cinta kasih 
antara seorang pria dengan seorang wanita, serta merupakan bentuk yang sempurna 
dari kehidupan bersama. 
Dalam konsep hukum islam, peristiwa pernikahan bukanlah suatu perjanjian 
biasa yang hanya memiliki aspek perdata semata, tetapi ia adalah pernikahan yaitu 
akad nikah yang sangat kuat mitsaqan ghalizan
1
 untuk menaati perintah allah dan 
melaksanakannya merupakan ibadah. 
Pernikahan berasal dari kata “nikah” yang berarti mengumpulkan saling 
memasukan, dan digunakan dalam arti bersetubuh ( wathi ).
2
 
“nikah” menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (haqiqat) dan arti kiasan 
(majaz). Arti sebenarnya dari “nikah”. Ialah “dham” yang berarti “menghampiri”, 
menindih atau “aqad” yang berarti mengadakan perjajian pernikahan.3 
                                                          
1
 Yang di maksud dengan Mitsaqan Ghalizan adalah “Perjanjian Yang Kokoh” (QS.An 
Nisa(4): 21 )  
2
 Abd.Rahman Gazhaly,MA, Fiqih Munakahat ( Cet.II; Jakarta : Bulan Bintang, 2004),h.1 
3
Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan ( Cet.III; Jakarta: PT.Bulan 
Bintang, 1993).h.1  
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Mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warrahma bukanlah sesuatu yang 
mustahil, akan tetapi untuk meraihnya bukan pula perkara yang mudah. Hal itu 
membutuhkan ikhtiar yang sungguh-sungguh dan senantiasa mengharapkan 
keridhaan Allah SWT. Salah satu ikhtiar untuk mewujudkan keluarga sakinah adalah 
melangsungkan perkawinan pada usia tertentu yang di anggap sudah cukup matang. 
Usia yang sudah cukup matang akan mempengaruhi kematangan pesikologis 
seseorang. 
Ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan di atur secara terhormat 
berdasarkan saling meridhai, dengan  ijab qabul sebagai lambang dan adanya rasa 




Perkawinan merupakan jalan yang mulia lagi terhormat untuk memenuhi 
tuntutan biologis, melakukan hubungan seksual dan mengembangkan cinta kasih 
antara seorang pria dan seorang wanita, serta merupakan bentuk yang sempurna dari 
kehidupan bersama. 
Dalam penjelasan umum undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang 
perkawinan telah mengatur perkawinan di indonesia secara jelas dan nyata. Dalam 
undang-undang tersebut terdapat beberapa asas perkawinan yang salah satunya adalah 
bahwa calon suami istri itu harus telah matang jiwa dan raganya untuk dapat 
melangsungkan perkawinan. Pasal 7 (1) undang-undang No 1 tahun 1974 yang 
                                                          
4
Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, jilid 6 ( Cet. VII; Bandung : PT. AL-Ma’arif, 1990), h. 9.  
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mensyaratkan usia 19 tahun bagi pria dan 16 bagi perempuan. Selain itu, secara 
normatif pasal 6 ayat (2) undang-undang No 1 tahun 1974 mengisyaratkan usia yang 
matang dalam perkawinan adalah umur 21 tahun. Pasangan calon mempelai yang 
hendak melangsungkan perkawinan yang belum mencapai umur 21 tahun tersebut 
harus mendapat ijin orang tua.
5
 
Di lain pihak, walaupun undang-undang perkawinan telah membatasi usia 
perkawinan, tetapi undang-undang telah memberikan kemungkinan untuk melakukan 
perkawinan di bawah usia ketentuan undang-undang tersebut, yaitu dengan 
memberikan dispensasi kawin bagi yang belum memasuki usia kawin jika hendak 
melakukan perkawinan.  
Dengan maraknya pergaulan bebas yang mengakibatkan pernikahan di bawah 
umur yang merangsang keinginan di kalangan kelurga dan perkawinan yang pecah, 
maka peranan orang tua, masyarakat dan Kantor Urusan Agama sangat diperlukan 
dalam mengantisipasi pernikahan tersebut. Masyarakat Kec.Bolo Kab.Bima yang 
penduduknya mayoritas beragama Islam, sering dijumpai pernikahan yang di 
langsungkan di bawah umur berakhir dengan perceraian di pengadilan agama. Hal 
tersebut disebabkan karena salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagai 
kepala rumah tangga atau tidak memahami apa arti dan tujuan pernikahan yang 
mereka langsungkan itu. 
                                                          
5Republik Indonesia, “ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” 
dalam undang-undang perkawinan ( Bandung : Fokus Media, 2005), h. 23.  
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Masalah tersebut sangat penting untuk di kaji lebih jauh mengingat peranan 
Kantor Urusan Agama harus jelas mencermati dan mempertimbangkan baik dari 
kematangan pesikologi,kesehatan, materi maupun pendidikan, agar pernikahan di 
bawah umur seperti banyak di desa-desa pada umumnya dan di Kecematan Bolo 
Kabupaten Bima pada khususnya yang mempunyai dampak negatif dapat teratasi.  
Berdasarkan hal-hal itu penulis mengadakan penelitian terhadap peranan 
Kantor Urusan Agama dalam mengantisipasi perkawinan di bawah umur ( study 
kasus di Kac. Bolo Kab.Bima ). 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan penjelasan yang di kemukakan, maka dapatlah penulis 
memberikan suatu pokok permasalahan yaitu “ bagaimana peranan Kantor Urusan 
Agama dalam mengantisipasi pernikahan di bawah umur di Kec Bolo Kab Bima “ 
Dari pokok permasalahan itu dapatlah di ketengahkan dua sub permasalahan sebagai 
berikut : 
1. Bagaimana dampak pernikahan dini di Kec.Bolo Kab.Bima 





C. Deskripsi Fokus dan Fokus Penelitian 
1. Deskripsi fokus penelitian 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas pada kesempatan ini penulis akan 
menjelaskan satu persatu definisi dari judul draft skripsi ini peranan aparat Kantor 
Urusan Agama dalam mengantisispasi perkawinan di bawah umur  ( study kasus di 
Kecematan Bolo Kabupaten Bima), makaterlebih dahulu penulis menggunakan 
pengertian dari beberapa istilah yang di anggap penting dan judul tersebut agar tidak 
menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda dari para pembaca, dan tidak 
menimbulkan kesalah pahaman dari pembahasan selanjutnya. 
Peranan Aparat Kantor Urusan Agama”, adalah  tindakan yang di lakukan 
seseorang dalam suatu peristiwa, pemerintahan pegawai negri alat negara yang 
mengatur dan mengurus tentang cara pernikahan menurut syari’at islam. 
“Mengantisipasi”, berasal dari kata dasar antisipasi berarti perhitungan tentang hal-
hal yang akan (belum) terjadi, bayangan, ramalan.
6
 Mengantisipasi adalah membuat 
perhitungan (ramalan, dugaan) tentang hal-hal yang belum ( akan) terjadi. 
“pernikahan”, yaitu berasal dari kata dasar “nikah” yaitu perjanjian antara laki-laki 
dan perempuan untuk bersuami istri( dengan resmi), pernikahan adalah hal 
(perbuatan) nikah, upacara nikah.
7
 
                                                          
6
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka 
2002), h. 1138.  
7
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia ( Jakarta : 
Balai Pustaka, 1999), h. 152. 
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2. Fokus penelitian 
Penelitian ini dilakukan pada Kantor Urusan Agama (KUA). judul skripsi ini, 
peranan aparat Kantor Urusan Agama dalam mengantisipasi perkawinan di bawah 
umur, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sehingga seseorang melakukan 
perkawinan di bawah umur, serta hambatan-hambatan apa saja yang ditemukan oleh 
pihak Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mengungkap dan menetapkan perkawinan 
di bawah umur. Apakah dalam melakukan tugasnya telah mencapai tujuan hukum 
yang telah di atur oleh UUD. 
 
D. Kajian  Pustaka 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa literatur yang masih 
berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut: 
1. Badan penelitian dan pengembangan agama departemen agama RI dalam 
buku “ dua puluh lima tahun pelaksanaan undang-undang perkawinan”, 
membahas perkawinan anak-anak perempuan di bawah umur berkaitan 
dengan pandangan masyarakat yang lenih memilih mempunyai anak yang 
berstatus janda dari pada mempunyai anak perawan tua, sementara orang 
mengatakan perawan yang belum kawin. Pandangan orang tua yang lain 
menginginkan untuk segera bebas dari beban ekonomi. Ada pula yang menilai 
perkawinan di bawah umur merupakan usaha menghindari perbuatan-
perbuatan dosa, sebagai antisipasi orang tua terhadap pergaulan remaja yang 
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semakin bebas. Di pihak lain mereka yang keberatan dengan perkawinan di 
bawah umur, beralasan perkawinan anak-anak berkaitan erat dengan 
panjangnya masa subur pasangan, yang bertentangan denga program kelurga 
berencana, tingkat kematangan fisik untuk mengandung dan melahirkan, 
tingkat kematangan mental dalam menghadapi tantangan-tantangan kehidupan 
serta kemampuan keluarga tersebut mencari nafkah sendiri, kemampuan 
mendidik anak sebagai penerus dan sebagainya. Secara formal perkawinan di 
bawah umur sangat kecil terjadi di masyarakat namun beberapa penelitian dan 
pengamatan mengungkapkan, bahwa di beberapa wilayah di indonesia secara 
riel masih banyak perkawinan di bawah umur tidak terungkapnya perkawinan 
di bawah umur ini dalam laporan-laporan dinas, antara lain disebabkan oleh 
belum tertatanya administrasi kependudukan tingkat desa. Namum lolosnya 
perkawinan di bawah umur ini merupakan hasil kolusi oknum kepala desa 
yang secara salah ingin mengayomi warganya. Dalam kondisi seperti itu, 
dapat di mengerti apabila jumlah perkara permohonan dispensasi perkawinan 
di bawah umur di pengadilan agama kecil saja adanya. Faktor-faktor yang 
mempengaruhi terjadinya perkawinan di bawah umur, sebagian merupakan 
dampak dari tingkat pendidikan dan wawasan masyarakat yang rendah, yang 
pada umumnya masih menghinggapi masyarakat yang tinggal di pedesaan. 
2.  Hilma Ismail dalam skripsi yang berjudul “perkawinan usia muda dan 
pengaruhnya terhadap tingkat perceraian study kasus pada masyarakat Desa 
jati sari Kec. Cileungsi Kab.Bogor”,menjelaskan adanya perkawinan di bawah 
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umur bagi pria ( minimal 19 tahun) sesuai pasal 7 ayat (1) undang-undang No 
1tahun 1974 yaitu sebanyak 2 (dua) orang. Sedangkan perkawinan yang 
diharuskan mendapat ijin orang tua (belum mencapai umur 21 tahun) sesuai 
pasal 16 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974, yaitu terdapat 33 
perkawinan atau rata-rata 16,5 % perkawinan setiap tahun. Sedangkan 
perkawinan pada usia muda bagi wanita (minimal 16 tahun) sesuai pasal 7 
ayat (1) undang-undang nomor  tahun 1974 itu tidak terjadi. Akan tetapi 
perkawinan yang di haruskan mendapat ijin dari orang tua ( belum mencapai 
umur 21 tahun) sesuai pasal 6 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 
terdapat 71 perkawinan atau rata-rata 35,5 % perkawinan setiap tahun. Data 
perkawinan berdasar buku nikah tersebut di atas menunjukan jumlah 
perkawinan usia muda cukup besar dalam pembentukan keluarga baru yang 
merupakan unsure dari struktur masyarakat desa tersebut. Bila di bandingkan 
dengan data dari hasil angket yang di sebarkan sebanyak 100 angket kepada 
pasangan perkawinan di Desa tersebut, jumlah perkawinan usia muda bahkan 
menunjukan angka yang lebih besar lagi. 
3.  M. Fauzil Admin dalam buku “ saatnya untuk menikah “ menjelaskan bahwa 
sebelum  memasuki pernikahan maka yang harus di persiapkan adalah bekal 
ilmu karena dengan adanya ilmu pengetahuan (agama) maka kehidupan 
rumah tangga tersebut akan harmonis. Selain itu, kesiapan rohaniah, kesiapan 
psikis, kesiapan menerima anak dan kemampuan dalam memenuhi tanggung 
jawab untuk membangun rumah tangga ideal. 
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Adapun penjelasan dari buku-buku di atas yang membahas perkawinan tetapi  
tidak ada satupun yang sama dari buku tersebut walaupun ada cuman sebagian dari isi 
nya saja bukan keseluruhan dari semua buku itu. 
E. Tujuan dan Kegunaan 
Adapun yang menjadi tujuan yang hendak di capai adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui apa yang melatar belakangi sehingga terjadi pernikahan di 
bawah umur. 
2. Untuk mengetahui usaha-usaha yang dilakukan  Kantor  Urusan  Agama 
dalam mengantisipasi pernikahan di bawah  umur . 
Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Di harapkan agar dapat menjadi bahan informasi bagi seluruh elemen 
masyarakat bahwa begitu pentingnya pembatasan  unsur bagi orang yang akan 
melangsungkan pernikahan. 
2. Untuk memberikan motivasi sekaligus untuk mewujudkan suatu karya ilmiah 
yang dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya 







A. Pengertian perkawinan 
Perkawinan dalam bahasa arab adalah nikah.
8
 Nikah atau ziwaj dalam 
bahasa arab di artikan dengan kawin. Kalimat nikah atau tazwij di artikan dengan 
perkawinan. 
Dalam islam perkawinan di istilahkan dengan nikah. Nikah berarti suatu 
akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dengan 
seorang wanita dan saling tolong menolong di antara keduanya serta menentukan 
batas hak dan kewajiban di antara keduanya untuk mewujudkan suatu 
kebahagiaan hidup kelurga yang meliputi rasa kasih sayang dan ketentaraman 
dengan cara di ridhai Allah.
9
 
Mengenai pengertian perkawinan terdapat perbedaan pendapat di kalangan 
ulama. 
Pendapat para imam mazhab, tentang nikah: 
1. Golongan hanafi mendefinisikan nikah adalah akad yang mengfaedahkan 
memiliki dan bersenang dengan sengaja. 
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2. Golongan al-syafi’iyah mendefinisikan nikah adalah akad yang mengandung 
ketentuan hukum kebolehan watha dengan lafaz nikah atau semakna dengan 
keduanya. 
3. Golongan malikiyah mendefinisikan nikah adalah akad yang mengandung 
ketentuan hukum semata-mata untuk membolehka watha bersenang-sengan 
dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah 
dengannya. 
4. Golongan hanbillah mendefinisikan nikah adalah akad dengan 
memperguanakan lafaz nikah atau tazwij guna membolehkan manfaat 
bersenag-senang dengan wanita. 
Dari pengertian itu, dapat di simpulkan bahwa para ulama zaman dahulu 
memandang nikah hanya dalam satu segi, yaitu kebolehan hukum anatara seorang 
laki-laki dengan seorang wanita untuk berhubungan yang semula di larang. Mereka 
tidak memperhatikan tujuan atau pengaruh nikah tersebut terhadap hak dan kewajiban 
suami istri yang timbul. 
Para ulama zaman sekarang dalam mendefinisikan nikah telah memasukkan 







1. Menurut Prof. Dr. H. Yunus : 
Perkawinan adalah akad antara calon laki-laki dan calon istri untuk 
memenuhi hajat jenisnya menurut yang di atur oleh syariat.
10
 
2. Menurut Prof. Dr. Ibrahim Hasan : 
Nikah adalah menurut asal dapat juga berarti akad dengannya menjadi 




3. Menurut Sayuti Thalib : 
Perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk 
hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan 




4. Menurut kompilasi hukum islam : 
Penikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqaan ghalizhan 
untuk menaati perintah allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
13
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5. Menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan: 
Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang 
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk kelurga (rumah tangga) 
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
14
 
Berdasarkan pengertian perkawinan itu terdapat rumusan yang berbeda. 
Namun seluruhnya sependapat, yakni : nikah itu merupakan suatu perjanjian yang 
suci antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membangun rumah 
tangga yang bahagia dan kekal. 
 
B. Dasar Hukum Perkawinan 
Para imam mujtahid berbeda pendapat tentang hukum asal perkawinan, 
antara lain sebagai berikut: 
Golongan syafi’iyah mengatakan bahwa : 
Hukum asal nikah adalah mubah (boleh), maka seseorang boleh menikah 
dengan maksud bersenang-senang saja, apabila berniat untuk menghindari 
diri dari berbuat yang haram atau untuk memperoleh keturunan maka hukum 
nikah menjadi sunnat. 
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 Menurut golongan hanafiyah, malikiyah dan hanabillah hukum 
melangsungkan nikah adalah sunat. Ulama jihiriyah menetapkan bahwa 
hukum melangsungkan perkawinan itu adalah wajib bagi orang muslim. 
 Dasar hukum perkawinan antara lain firman allah swt. Dalam Qs. An- 
nur (24) : 32 
                           
                 
 
 Terjemahnya : 
Dan nikahkalah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan 
orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki 
dan hamba-hamba syahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah 
akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas 




Adapun pendapat sebagian ulama, bahwa perkawinan itu wajib, sunat dan 
haram, maka semata-mata memikirkan ke maslahatan seseorang yang bersangkutan. 
Inilah dalil yang di namai: masalimursalah, artinya kemaslahatan mutlak, yakni 
sesuatu itu di hukumkan wajub, sunat dan haram, karena mengingat kemaslahatnnya 
saja. 
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Mengenai hukum melakukan perkawinan atau menikah, ada 5 yaitu :  
1. Wajib  
Bagi yang sudah mampu kawin, nafsunya telah membesar dan takut 
terjerumus dalam perzinahan wajiblah dia kawin. Karena menjauhkan diri dari 
yang haram adalah wajib, sedang untuk itu tidak dapat dilakukan dengan baik 




Adapun bagi orang yang nafsunya telah mendesak lagi mampu kawin, 
tetapi masih dapat menahan dirinya dari berbuat zina, maka sunnahlah dia kawin. 
Kawin baginya lebih utama dari bertekun diri dalam ibadah. 
3. Haram  
Bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah bathin dan lahirnya 
kepada istrinya serta nafsunya tidak mendesak, maka haramlah ia kawin sebelum 
ia dengan terus terang menjelaskan keadaannya kepada calon istrinya atau sampai 
datang saatnya ia mampu memenuhi hak-hak istrinya. 
4. Makruh 
Makruh kawin bagi seseoran yang lemah syahwat dan tidak mampu 
memberi belanja istrinya, walaupun tidak merugikan istri, karena ia kaya dan 
tidak mempunyai syahwat yang kuat.jika bertambah makruh hukumnya jika 
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karena lemah syahwat itu ia berhenti dari melakukan sesuatu ibadah atau 
menuntut sesuatu ilmu. 
5. Mubah 
Bagi laki-laki yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan 
segera kawin atau karena alasan-alasan yang meharamkan untuk kawin, maka 
hukumnya mubah. 
Sebagian kesimpulan bahwa hukum perkawinan itu pada asalnya dan pada 
umumnya adalah sunnat. Dalam pada itu, boleh jadi hukumnya wajib bagi 
sebagian yang lain, mengingat keadaan persoalannya. 
 
C. Tujuan dan Hikmah Perkawinan 
1. Tujuan Perkawinan 
Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan 
hajat dan tabiaat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan 
secara sah dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan 
dasar cinta kasih untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat di 
sekitarnya, dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang di atur oleh 
syaria’at.17 Selain itu juga tujuan perkawinan menurut agam islam ialah untuk 
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memenuhi petunjuk islam dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, 
sejahtera dan bahagia. 
Dalam Kompulasi Hukum Islam di Indonesia pasal 3 juga di tegaskan 
tentang tujuan perkawinan, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga 
yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.
18
 Dengan demikian, maka dapatlah 
di pahami, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membetuk kehidupan 
rumah tangga bahagia kekal abadi. 
Dalam penjelasan undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang 
perkawinan, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan 
kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar 
masing-masing mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai 
kesejahteraan spiritual dan material. 
Selanjutnya jika di tinjau dari sudut psikologis, maka perkawinan 
dapat menimbulkan ketentraman batin (sakinah), kecintaan (mawaddah), dan 
kasih sayang (rahmat). Lebih dari itu, munculnya generasi baru menjadi 
dambaan bagi suami istri. Merananya hati yang mendambakan anak itu di 
lukiskan dalam do,a yang tersebut dalam firman Allah swt. Dalam Qs. Al-
Furqan (25): 74 
                                                          
18




                        
      
 Terjemahan : 
Dan orang-orang yang berkata: “ya tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami 
istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan 




Manusia diciptankan Allah mempunyai naluri manusiawi yang perlu 
mendapat pemenuhan. Manusia diciptakan dengan segala aktifitas hidupnya, 
antara lain keperluan biologisnya. Allah mengatur hidup manusia termasuk 
dalam penyaluran biologisnya dengan aturan perkawinan. 
Dapat dipahami bahwa dengan perkawinan tercapailah rasa kasih 
sayang antara yang satu dengan yang lain. Bahwa tujuan perkawinan supaya 
suami istri tinggal di rumah dengan damai serta cinta mencintai antara satu 
dengan yang lain. Sebagi kelanjutan bahwa tujuan perkawinan tidak lain 
mengikuti perintah Allah, memperoleh keturunan yang sah, serta mendirikan 
rumahtangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera.  
2. Hikmah Perkawinan 
Sebagai telah diuraikan tentang tujuan perkawinan, maka nampaknya 
sudah tercakup tentang hikmah perkawinan. Karena, pada sub ini penulis 
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hanya mengetengahkan hal-hal yang mendasar saja tentang hikmah 
perkawinan itu. Artinya unsur-unsur yang terkandung dalam hikmah 
perkawinan tersebut akan diketengahkan secara garis besar saja. 
Hikmah nikah antara lain: menyalurkan naluri seks dan syahwat, 
merupakan jalan untuk mendapatkan suatu keturunan yang sah,penyaluran 
naluri kebapakan dan keibuan, merupakan dorongan untuk bekerja keras, 
pengaturan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dan menghubungkan 
silaturrahim antara dua keluarga tersebut. 
Sesungguhnya naluri seks adalah naluri yang paling kuat dan keras 
yang selamanya menuntut jalan keluar. Apabila jalan keluarnya tidak 
memuaskan, maka banyaklah manusia yang mengalami kegoncanga dan 
kekacaoan. Oleh karena itu dia akan mencari jalan keluar yang jahat. Kawin 
adalah jalan yang paling alami dan paling sesuai untuk menyalurkan naluri 
seks ini. Dengan perkawinan insya Allah badan orang tersebub menjadi sehat, 
segar dan jiwanya menjadi tenang, matanya terpelihara dari melihat yang 
haram, perasaannya menjadi tenang dan dia dapat menikmati barang yang 
halal, sesuai firman allah dalam Qs. Al-Rum (30): 21   
                        






Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu 
istri-istri dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 
kepadanya, dan dijadiakan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 




Kawin adalah jalan yang terbaik untuk mendapatkan keturunan menjadi 
mulia, keturunan menjadi banyak dan sekaligus melestarikan hidup manusia serta 
memelihara keturunannya. Hal-hal seperti ini oleh islam sangat di perhatikan. 
Orang yang telah mendapatkan keturunan berarti dia telah mendapatkan buah 
hati. Anak-anak ialah yang menangkan hati orang tua dan menambah semarak dan 
bahagia dalam rumah tangganya. 
Orang yang telah kawin dan memperoleh anak, maka naluri kebapakan, naluri 
kebuan akan tumbuh saling lengkap melengkapi dalam suasana hidup kekeluargaan 
yang menimbulkan perasaan ramah, perasaan saling sayang menyayangi antara satu 
dengan yang lain. 
Orang yang telah kawin dan memperoleh anak akan mendorong yang 
bersangkutan melaksanakan tanggun jawab dan kewajibannya dengan baiak, sehingga 
dia akan berkerja keras untuk melaksanakan kewajibannya itu. 
Berdasarkan pada uraian yang dikemukakan diatas, maka dapatlah di pahami 
bahwa hikmah disyariaatkannya perkawinan dalam islam mengandung beberapa hal 
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yang berkaitan dengan naluri kemanusiaan. Dan yang paling mendasar disini adalah 
adanya tempat penyaluran seks yang sah sehingga mereka dapat memperoleh 
keturunan dan membina keluarga yang penuh rasa kedamaian dan kebahagiaan. 
Karenanya dalam kondisi ini manusia dapat menjaga pandangannya untuk tidak 
melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran islam.  
Selain itu juga, islam mengingonkan pasangan suami istri yang telah membina 
rumah tangga melalui akad nikah yang bersifat langgeng terjaling keharmonisan 
antara suami istri yang saling menghasilkan dan menyayangi itu sehingga ,masing-
masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya. Rumah tangga seperti inilah 
yang di inginkan oleh islam, yakni rumah tangga sakinah. 
Oleh karena itu, ulama fiqh seperti menyatakan bahwa untuk memulai suatu 
perkawianan ada beberapa langkah yang perlu dimulai dalm mencapai cita-cita rumah 
tangga yang sakinah. Langkah-langkah itu dimulai dari peminangan calon istri oleh 
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METODELOGI  PENELITIAN 
 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif lapangan. Selain itu penulis juga menggunakan penelitian  deskriptif yaitu 
penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat 
terhadap obyek yang menjadi pokok permasalahan. Adapun lokasi penelitian yang 
digunakan penulis di sini adalah Kantor Urusan Agama (KUA) di Kec.Bolo 
Kab.Bima. 
Adapun alasan penulis mengambil lokasi penelitian di Kec.Bolo Kab. Bima. 
penulis melihat situasi atau keadaan di Bima Kecamatan Bolo banyak yang menika 
dibawah umur sehingga penulis ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang 
menyebabkan terjadinya pernikahan dibawa umur di Kec.Bolo Kab.Bima 
 
B. Pendekatan Penelitian 
Jenis pendekatan yang digunakan penulis adalah yuridis normatif (Hukum 
Positif) danteologi normatif (Hukum Islam), pendekatan yang meninjau dan 
menganalisa masalah dengan menggunakan prinsip-prinsip dan berdasarkan data 
kepustakaan melalui library research. Penelitian ini menekankan segi-segi yuridis, 




C. Sumber Data  
Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder. 
a. Data primer merupakan data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian 
di lapangan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan cara-
cara seperti interview yaitu berarti kegiatan langsung kelapangan dengan 
mengadakan wawancara dan tanya jawab pada informan penelitian untuk  
memper oleh keterangan yang lebih jelas dan didukung oleh data - data 
kuantitatif. 
b. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dalam penelitian 
kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah teknik untuk mencari bahan-
bahan atau data-data yang bersifat sekunder yaitu data yang erat hubungannya 
dengan bahan primer dan dapat dipakai untuk menganalisa permasalahan. 
Data sekunder dikumpulkan melalui Library research dengan jalan menelaah 
buku-buku, peraturan perundang-undangan dan publikasi lainnya yang ada 
relevansinya dengan judul skripsi ini.  Metode ini menggunakan dua kutipan 
sebagai berikut: 
NO Orang Hasil keterangan 
1 Kepala KUA 1 Orang _ 
2 Pegawai KUA 2 Orang _ 




4 Imam Desa 2 Orang _ 
Jumlah 6 Orang  
 
1). Kutipan Langsung  
Penulis langsung mengutip pendapat atau tulisan orang lain secara langsung 
sesuai dengan aslinya, tampa sedikitpun merubah susunan redaksinya. 
2) .Kutipan Tidak Langsung 
Penulis mengutip pendapat orang lain dengan cara memformulasikan kedalam 
susunan redaksi yang baru, tanpa sedikitpun merubah susunan redaksinya, 
mengutip pendapat orang lain dengan cara meringkasnya tetapi inti dari 
pendapat tersebut tetap sama. 
 
D. Instrumen Penelitian 
Instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu 
peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif 
siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjung kelapangan. Adapun alat-alat 
yang harus disiapkan oleh peneliti untuk meneliti adalah sebagai berikut: 
1. Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan 
wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari 




2. Buku catatan da alat tulis: berfungsi untuk mencatat semua percakapan 
dengan sumber data. 
3. Tape recorder berfungsi untuk merekam semua percakapan atau 
pembicaraan dengan informan. 
4. Kamera: berfungsi untuk memotret jika peneliti sedang melakukan 
pembicaraan dengan informan. 
 
E. Metode Pengumpulan Data 
a. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang di gunakan penulis dalam penelitian ini 
adalah: 
1. Observasi, yakni pengamatan sistematik fenomena-fenomena yang diselidiki. 
Penulis akan mengamati tentang peranan Kantor Urusan Agama dalam 
mengantisipasi perkawinan di bawah umur di wilayah tersebut.
22
 
2. wawancara, yakni penulis mengadakan wawancara kepada semua pihak yang 




3. Dokumentasi, yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data dengan jalan 
mencatat dokumen-dokumen kantor yang erat kaitanya dengan pembahasan 
ini. 
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4. Triangulasi (gabungan) adalah sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat 




b. Prosedur Penelitian 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan prosedur penelitian sebagai 
berikut: Kegiatan penelitian ini dimulai dengan memper oleh izin penelitian dari 
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 
kemudian surat tersebut di teruskan kekantor Bupati Bima, lalu diteruskan 
kekantor Walikota Bima sesuai lokasi mendapatkan surat izin penelitian  di 
Kantor Urusan Agama (KUA). 
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 
a. Pengolahan Data 
Pengelolahan data secara sederhana diartikan sebagai proses mengartikan 
data-data lapangan sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode 
pengolahan data dalam penelitian inia dalah: 
1. Editing data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk 
mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan 
dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini 
dilakukan dengan tujuan memperbaiki kualitas data serta menghilangkan 
keraguan-raguanatas data yang diperolehdarihasilwawancara. 
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2. Kodingdata adalahpenyesuaian data yang diperoleh dalam melakukan 
penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok pangkal 
pada permasalahan dengan cara memberi kode-kode tertentu pada setiap data 
tersebut. 
b. Analisis Data 
Teknik analisis data bertujuan menguraikan data dan memecahkan 
masalah yang berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data yang digunakan 
adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang 
dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih-
milihnya menjadi satuan yang dapat dikelolah, mensistensikannya, mencari dan 
menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan 
memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali. 
G. Pengujian Keabsahan Data 
Suatu penelitian diorientasikan pada derajat keilmiahan data penelitian. 
Maka suatu penelitian dituntut agar memenuhi standar penelitian sampai dapat 
memperoleh kesimpulan yang objektif. Artinya bahwa suatu penelitian bila telah 
memenuhi standar objektifiktas maka penelitian tersebut dianggap telah teruji 
keabsahan data penelitiannya. 
Pengujian keabsahan data yang diperoleh guna mengukur validitas hasil 




Pengamatan yang cermat dan berkesinambungan dengan menggunakan teknik 
triangulasi. 
Teknik triangulasi dalam pengujian penelitian merupakan teknik 
pengujian kredibilitas data yang diperoleh dengan melakukan pengecekan atau 
perbandingan dengan sumber data lainnya, misalnya; triangulasi dengan sumber, 
triangulasi dengan metode dan triangulasi dengan teori.
25
 Tetapi triangulasi yang 
dimaksud pada penelitian ini adalah triangulasi sumber data penelitian. 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
  
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Keadaan Geografis Kecamatan Bolo 
Faktor geografis adalah fasilitas yang sangat penting dan 
mempengaruhi hidup dan kehidupan masyarakat. Pentingnya faktor ini adalah 
terlihat pada kenyataan proses kehidupan masyarakat. 
Karena demikian, maka dalam menganalisa suatu masalah yang ada 
hubungannya dengan suatu daerah, maka obyek ada analisanya tidak lepas dari 
usaha untuk mengetahui secara lengkap tentang luas dan perkembangan daerah 
tersebut. 
a. Luas dan letak wilayah 
Kecematan Bolo merupakan salah satu Kecamatan di wilayah Kabupaten 
Bima. Luas wilayah Kecamatan 10.141 Km
2
, dengan batas-batas administrasi 
sebagai berikut : 
 Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Soromandi. 
 Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Woha 
 Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Dompu 

















- Kara  
- Daru salam26 
 
b. Keadaan iklim 
Seperti daerah Kota Bima pada umumnya, Kec. Bolo sangat di pengaruhi 
oleh musim kemarau dan musim hujan, karena itu sebagai sumber kehidupan 
utamanya adalah berkebun, bertani dan nelayan. Sehingga Kecamatan Bolo 
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terdapat sawah berpengairan seluas 881 Ha dan 1..314,81 Ha sawah tadah hujan, 
jumlah produksi padi dan kedelei 9.906 Ton dan luas 2.436 Ha. Jumlah produksi 
tanaman perkebunan 6.985,2 ton dan luas 1.214,60, jumlah produksi perikanan 
darat dan laut 4.376,4 Ton, jumlah produksi peternakan 1611,20. 
2. Keadaan Demografis Kecamatan Bolo 
Faktor demografis adalah faktor yang sangat penting artinya, sebab 
masalah penduduk adalah sesuatu yang sangat menentukan berhasil atau tidaknya 
suatu daerah. 
Penduduk yang banyak akan dapat di jadikan barometer bahwa wilayah 
suatu wilayah itu makmur dalam kehidupan suatu masyarakat, begitu pula 
sebaliknya dengan jumlah penduduk yang begitu banyak dan tidak terorganisir 
dengan baik, maka dapat pula mendatangkan malapetaka, kemiskinan dan 
keterbelakangan bagi masyarakat dalam wilayah tertentu. 
Dalam keadaan demografis ini, penulis akan menguraikan tentang keadaan 
masyarakat Kecamatan Bolo melalui jumlah penduduk serta bidang mata 
pencaharian. Hal ini dapat di lihat dari urraian berikut ini : 
1. Jumlah Penduduk 
Jumlah penduduk Kecamatan Bolo sebanyak 48.567 orang yang terdiri 
dari 23.818 orang laki-laki dan 24.749 orang perempuan dan yang terjarang 




Penduduk tersebut tersebar di 14 (empat belas ) Desa dengan penyebaran 
dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 
Tabel 1 
Jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Desa di Kecamatan Bolo 
Kabupaten Bima 
No Desa Laki-laki Perempuan  Jumlah  







































































Jumlah  23.818 24.749 48.567 




Berdasarkan data yang dikemukakan tabel I, maka dapat diketahui bahwa 
antara Desa yang ada dalam wilayah Kecamatan Bolo, tidak terdapat penyebaran 
yang merata ini dapat dilihat dari tabel tersebut dengan menunjukan bahwa Desa 
Kara merupakan penduduknya yang paling sedikit dibandingkan dengan Desa 
lainnya. Disamping itu ada juga desa yang paling banyak penduduknya yaitu Desa 
Rato dan Desa Tambe yang merupakan penduduk yang paling banyak. 
2. Bidang mata pencaharian 
Mata pencaharian Kecamatan Bolo di pengaruhi oleh kondisi keadaan 
alam dan iklim di daerah tersebut. Sebagai daerah yang memiliki luas wilayah 
yang terdiri dari pegunungan, persawahan dan daerah pantai, tentu saja 
masyarakat Kecamatan Bolo banyak yang hidup dengan mata pencaharian di 
bidang pertanian dan bercocok tanam. 
Dari data yang d peroleh dari Kantor Kecamatan Bolo serta obsevasi pada 
penelitian menunjukan bahwa mata pencaharian masyarakat Kecamatan Bolo 
yaitu bertani/berternak, berdagang/pengusaha, buruh dan pegawai/karyawan. 
Bertolak dari empat pokok mata pencaharian masyarakat tersebut di atas, maka 
dapat di uraikan secara sederhana sebagai berikut: 
a. Bertani dan berternak 
Secara umum tanaman yang di tanam oleh masyarakat Kecamatan 




tanaman jangka panjang dan jangka pendek. Tanaman pangan antara lain 
padi, ubi, jagung, sayur-sayuran, bawang mrah, kedelei dan buah-buahan. Di 
samping itu, para petani di Kecamatan Bolo hampir semuanya memelihara 
ternak seperti sapi, kerbau, kuda, kambing dan unggas sebagai suatu 
penghasilan tambahan dan ada juga yang bertani tambak (empang) yang 
hasilnya berupa ikan bandeng dan udang. 
b. Berdagang/pengusaha 
Selain hidup bertani, warga Kecamatan Bolo juga memiliki mata 
pencaharian lain sebagai pedagang/pengusaha. Berdagang atau pengusaha 
di maksud yaitu: 
1. Membeli barang hasil pertanian masyarakat kemudian di jual di luar 
daerah. 
2. Membeli barang-barang hasil industri dari kota kemudian di jual ke 
masyarakat. 
3. Membeli barang-barang campuran, kemudian di jual kemasyarakat 
dengan membuka toko atau kios. 
4. Sebagai pengusaha, melakukan pekerjaan borongan atau memproduksi 
barang atau jasa. 
c. Buruh  
Di samping hidup dari berkebun/berternak dan 




buruh. Buruh yang di maksud di sini yaitu para pekerja di suatu 
perusahaan sebagai tenaga kasar dan kuli bangunan. 
d. Pegawai/karyawan 
Pegawai atau karyawan yang di maksud di sini yaitu warga Kecamatan 
Bolo yang mata pencahariananya sebagai PNS atau anggota 
TNI/POLRI dan karyawan swasta yang berkerja di berbagai instansi 
pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta . 
3. Keadaan Pendidikan dan Agama 
1. Pendidikan 
Searah dengan kebijakan yang di gariskan bahwa sektor pendidikan 
mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan 
yang bermutu, memperdaya lembaga-lembaga pendidikan baik sekolah maupun 
di luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap dan kemampuan, serta 
meningkatkan partisipasi kelurga dan masyarakat yang di dukung oleh sarana dan 
prasarana. 
Di Kecamatan Bolo sangatlah di tunjang dengan sarana pendidikan yang 
memadai. Dengan banyaknya sekolah-sekolah, mulai dari TK, SD,SLTP, dan 
SLTA. 
Sekolah-sekolah tersebut tersebar di beberapa Desa dengan penyebaran 






Banyaknya sekolah TK, SD, SLTP, SLTA, AKADEMI/UNIVERSITAS Desa di 
Kecamatan Bolo Kabupaten Bima 




  SLTP/ 
    Mts 
 SLTA/ 
    Ma 
  AK/ 
  Univ 
Jml 

















































































































Jumlah  39 36 7 9 1 90 
 




Dengan melihat banyaknya sekolah yang ada maka dapat di pahami bahwa 
tingkat kesadaran pendidikan masyarakat Kecamatan Bolo cukup tinggi. Hal ini dapat 
di lihat dengan banyaknya sarana pendidikan yang menunjung sehingga memancu 
penduduk untuk berlomba-lomba dalam hal pendidikan. 
Apalagi dengan adanya pencanangan pendidikan gratis hingga SLTA dari 
pemerintah Kota Bima, maka masyarakat Kec. Bolo bertekad untuk menyukseskan. 
2. Agama  
Agama merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup 
manusia dalam melakukan segala aktivitas kesehariannya. Melalui pendidikan 
keagamaan manusia akan lebih terarah, sehingga mendapatkan kebahagiaan dan 
ketenangan jiwa. 
Kecamatan Bolo dihuni berbagai macam pemeluk agama yaitu, Islam, 
Kristen, Hindhu, dan Budha. Walaupun berbeda-beda agama mereka tetap hidup 
rukun dan damai. Saling tolong menolong antara pemeluk agama serta saling 
menghargai antara yang satu dengan yang lainnya tidak saling menggangu dan 






Para pemeluk agama tersebut tersebar di beberapa Desa yaitu: 
Tabel 3 






AGAMA   
Ket              ISLAM      KRISTEN         Hindu 
































































































































































Banyaknya tempat ibadah tiap Desa Kecamatan Bolo Kabupaten Bima 







































































            Jumlah  30 38 - 
Sumber Data: Di Kantor Camata Bolo tahun 2014 
Dengan melihat tabel di atas dapat dipahami bahwa tingkat kesadaran 




hal keagamaan. Terbukti, dengan adanya jumlah rumah ibadah sebanyak yang 
tercantum diatas sebagai sarana pembinaan mental spiritual dan demi tercapainya 
manusia indonesia seutuhnya, serta saling menghargai sesama umat beragama. 
 
B. Dampak Perkawinan Dibawah Umurdi Kecamatan Bolo. 
Dampak perkawinan di bawah umur berbahaya bagi kesehatan. Apalagi 
perempuanlah yang cukup banyak memiliki resiko seperti pada kandungan dan 
kebidanannya. Sebab, secara medis menikah di usia tersebut dapat mengubah sel normal (sel 
yang biasa tumbuh pada anak-anak) menjadi sel ganas yang akhirnya dapat menyebabkan 
infeksi kandungan dan kanker. Sedangkan untuk kebidanan, hamil di bawah usia 19 tahun 
tentunya sangat beresiko pada kematian. Terlebih secara fisik remaja belum kuat yang pada 
akhirnya bisa membahayakan proses persalinan.  
Sementara dari sisi ekonomi, perkawinan yang dilakukan di bawah umur sering kali 
belum mapan dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Sehingga ini pun dikhawatirkan akan 
menjadi penyebab timbulnya kekerasan dalam rumah tangga. 
Perkawinan orang Islam yang terjadi di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima 
pencatatannya di laksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolo. 
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Tingkat perkawinan yang terjadi di Kecamatan Bolo dalam 2 (dua) tahun 
terakhir tercatat mencapai 634, untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagaimana tabel 
di bawah ini: 
Tabel 5 
Data Perkawinan tahun 2013 dan 2014 Di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima 
 
    Tahun          N          T          C          R      Jumlah  
    2013        326          -          -         -        326 
    2014        308          -          -         -        308 
   Jumlah        634          -          -         -        634 
Sumber Data: Buku Register Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk KUA Kec.Bolo tahun 
2013 dan 2014. 
Dari tabel itu, jumlah perkawinan di Kecamatan Bolo dari tahun 2013-2014 
cenderung menurun, walaupun menurun, ini membuktikan bahwa masyarakat 
Kecamatan Bolo memiliki kesadaran untuk kawin atau mengawinkan anaknya secara 
sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo guna membentuk rumah 
tangga yang bahagia dan kekal. 
Untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan sejahtera di perlukan 
batas umur kelangsungan perkawinan yang telah di butuhkan atau sampai 
terwujudnya kemampuan lahir dan bathin, atau dengan kata lain peningkatan usia 




 Untuk menghindari terjadinya hal tersebut, Undang-undang Nomor 1 tahun 
1974 tentang perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami istri itu harus telah 
masak jiwa raganya untuk mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir 
dengan perceraian dan dapat mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu, 
harus di cegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah 
umur. 
Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah 
kependudukan, ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita 
untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi. Berhubungan dengan itu, 
maka Undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin untuk pria maupun 
wanita, 19 tahun bagi pria 16 tahun bagi wanita.
28
 
Sebagai mana telah di jelaskan dalam Undang-undang pekawinan No 1 tahun 
1974 yang menentukan batas umur untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur 
masih terjadi di Kecematan Bolo, sesuai dengan hasil penelitian penulis lebih 
jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Jumlah perkawinan di bawah umur tahun 2013-2014 Di Kecamatan Bolo 
Kabupaten Bima 
 




1 Laki-laki               7                 4               11 
2 Perempuan               7                 5               12 
              Jumlah             14                 9               23 
Sumber data : Buku register NTCR KUA Kecamatan Bolo tahun 2013-2014 
Beberapa faktor terhadap perkawinan usia mudah  di lingkungan suatu 
masyarakat di sebabkan oleh beberapa hal, diungkapkan oleh sebuah majalah BP4 
yaitu perkawinan usia muda umumnya disebabkan oleh adanya  keterpaksaan akibat 
kondisi kekeluargaan dan kondisi ekonomi yang lemah, tingkat pendidikan yang 
rendah, kekhawatiran akan terjerumus pada perbuatan-perbuatan maksiat, adat 
istiadat serta pengaruh lingkungan.
29
 
 Sehubungan di kemukakan oleh majalah bulanan itu, bahwa dalam upaya 
penelitian  kasus yang sama, ditemukan bahwa terjadinya perkawinan usia mudah 
Kecematan Bolo juga di pengaruhi antara lain oleh beberapa faktor, yaitu:  
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1. Faktor kekeluargaan  
Salah satu faktor yang sangat mendasar pada masyarakat Kecamatan Bolo 
untuk cenderung melaksanakan perkawinan dibawah umur adalah adanya 
sistim kekeluargaan. Sebagai masyarakat memiliki peradaban tersendiri, 
tentunya merasa ragu jika mengawinkan anak-anaknya dengan orang lain 
yang tidak di ketahui seluk beluknya. Di samping itu juga, karena adanya 
kehendak keluarga yang menghendaki penyambungan keluarga yang sudah 
jauh menjadi lebih dekat lagi. Sehingga bagi mereka jika ada anak-anak yang 
sudah bisa untuk dikawinkan, maka mereka mengawinkan secepatnya tanpa 
memperhatikan umur anak itu dan bagaimana keadaan jiwa mental si anak, 
apakah sudah siap untuk mendirikan rumah tangga yang kekal damai dan 
tentram atau belum.  
 Para orang tua juga khawatir jangan sampai ada laki-laki lain yang 
datang mempersunting anak perempuannya yang pada akhirnya dapat 
memutuskan hubungan keluarga, sehingga hal inilah yang menjadikan 




 Hal ini sebagaimana pengakuan saudari sukmawati yang menikah 
pada usia 14 tahun, bahwa ia dikawinkan dengan saudara sepupunya karena 
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faktor kekeluargaan demi menyambung kembali hubungan keluarga yang 
sudah jauh. Ia juga menambahkan, awalnya ia menolak untuk dikawinkan 
pada usia sekarang karena ia masih mau melanjutkan sekolahnya tetapi karena 
berbagai alasan yang diberikan oleh orang tuanya salah satunya berhubungan 
masalah jodoh dan orang tuanya sudah mau memiliki cucu, maka ia menurut 
untuk dikawinkan dengan sepupunya itu.
31
 
 Dari keterangan tersebut dapat dipahami bahwa salah satu faktor 
masyarakat Kecamatan Bolo cenderung melaksanakan perkawinan dibawah 
umur adanya rasa kekeluargaan yang tidak ingin diputuskan. Akibatnya lagi 
anak-anak yang masih kekanak-kanakan sudah dikawinkan tanpa 
mempertimbangkan kesiapan baik jiwa maupun mentalnya. 
2. Faktor ekonomi 
Faktor ekonomi juga merupakan salah satu faktor kecenderungan 
masyarakat Kecamatan Bolo untuk melaksanakan perkawinan dibawah umur, 
yang dalam hal ini erat kaitannya dengan materialistis. 
Faktor ekonomi dalam hal ini erat kaitannya dengan ketidak mampuan 
orang tua untuk menafkahi anaknya. Dengan mengawinkan anak diusia yang 
masih muda dianggap sebagai jalan keluar guna meringankan beban ekonomi 
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Sebagaimana pengakuan saudari maya asrianti yang kawin di bawah umur 
karena dipaksa oleh orang tuanya, ia mengatakan bahwa ia menikah dengan salah 
seorang pemuda pilihan orang tuanya karena pemuda tersebut adalah orang yang 
mempunyai materi yang lebih dari cukup, contonya ia mempunyai empang yang 
seluas sehingga maya yang sangat muda itu penuh linangan air mata menurut 
pada perkataan orang tuanya.
33
 
Dari pernyataan tersebut dapat dipahami penyebab orang tua 
mengawinkan anaknya karena faktor ekonomi yang cenderung kematerialistis. 
Jika dilihat keadaan sekarang, bukan hanya di daerah-daerah tertentu di Kec. Bolo 
yang cenderung melakukan hal seperti itu, tetapi terdapat diberbagai daerah pada 
umumnya mengingat kebutuhan ekonomi merupakan kebutuhan yang utama bagi 
masyarakat. Hanya masyarakat biasanya tidak pernah mengalami kepuasan 
terhadap sesuatu yang telah dimilikinya. Terkadang sudah memiliki satu cara 
untuk mendapatkan hal tersebut. 
Dari beberapa uraian itu, maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang 
sangat mendasari masyarakat Kec. Bolo cenderung melaksanakan perkawinan di 
bawah umur antara lain: adanya keluarga yang masih memegang teguh terhadap 
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tradisi untuk mempertahankan status kekeluargaan dan kebutuhan ekonomi yang 
mendesak bagi keluarga tertentu. Menanggapi hal tersebut, syari’at islam sebagai 
ajaran yang sempurna dan mengatur kehidupan manusia termasuk ekonomi, 
politik dan perkawinan. 
Hukum Islam dapat menuntut manusia dari segala tindakan dan perbuatan, 
dapat mengajurkan atau membolehkan segala sesuatu yang bermanfaat bagi 
kehidupan manusia, serta dapat melarang segala yang membahayakan umat. Hal 
ini demi kemaslahatan umat manusia. 
Perkawinan merupakan suatu hal yang berlaku pada semua makhluk, baik 
tumbuh-tumbuhan, hewan maupun kepada manusia pada khususnya. Sebagai 
firman allah dalam QS. Az-Zukhruf (491):32 
                        
                          
      
Terjemahannya:  
 Penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah menentukan antara 
mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan 
sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian 
mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain.
34
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Berdasarkan ayat tersebut, allah telah menjadikan dari tiap-tiap makhluk 
yang berpasang-pasangan dan berlainan keadaan. Dia jadikan bahagia dan celaka, 




Pengertian yang dapat dipetik dari penjelasan tersebut, bahwa Allah SWT. 
Telah menciptakan makhluk-Nya dengan berpasang-pasangan dan memberikan 
petunjuk bahwa perkawinan bagi setiap makhluk tuhan merupakan sunnatullah 
yang berlaku umum, baik tumbuh-tumbuhan, hewan, terutama manusia sebagai 
makhluk yang mulia diantara makhluk-makhluk lainnya. 
Allah tidak menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yang dapat 
hidup bebas mengikuti nalurinya dan kemauannya tanpa ada aturan. Tetapi demi 
menjaga kehormatan dan martabat dan kemuliaan manusia, allah adakan hukum 
sesuai dengan martabatnya. 
Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara 
terhormat dan berdasarkan saling ridha meridhai, dengan ucapan ijab kabul 
sebagai lambang dari adanya rasa ridha meridhai, dengan dihadiri para saksi yang 
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Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri 
seks, memelihara keturunan dengan baik dan menjaga kaum agar tidak terlaksana 
rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak seenaknya. 
Al-Maududin menyatakan bahwa sasaran utama perkawinan islam adalah 
memelihara moralitas. Islam menganggap zina merupakan perbuatan yang tidak 
halal. Dua orang manusia, yang berjenis kelamin berbeda, diharuskan untuk 
mengarahkan hubungan mereka pada satu kitab undang-undang yang melindungi 
moralitas manusia-manusia terhadap peradaban dari kekacaubalauan, ia 




C. Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Mengantisipasi 
Perkawinan di Bawah Umur di Kecematan Bolo 
Sebagai di maklumi bahwa umat islam adalah suatu kesatuan yang 
berhubungan erat satu dengan yang lain, apabila sebagian sakit, maka akan 
dirasakan pula oleh seluruh anggota masyarakat itu. Untuk menciptakan 
masyarakat yang baik, maka anggota-anggotanya harus saling memperhatikan dan 
saling membantu satu sama lain, karena hidup bermasyarakat itu terdapat sikap 
pengaruh mempengaruhi antara satu dengan yang lain. 
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Kantor Urusan Agama Kecamatan merupakan salah satu lembaga yang 
berkompoten dan berperang dalam mengantisipasi perkawinan dibawah umur di 
Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, dengan usaha: 
1. Bimbingan dan penyuluhan 
Salahsatu upaya yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama dalam 
mengantisipasi perkawinan di bawah umur di Kecamatan Bolo adalah bimbingan 
dan penyuluhan. Bimbingan dan penyuluhan di lakukan dengan cara :  
a. Nasehat perkawinan 
Menurut Drs. Amiruddin, M. Th.I bahwa nasehat perkawinan 
merupakan salah satu cara dalam mengantisipasi atau meminimalisasi 
terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Bolo. Nasehat 
perkawinan diupayakan setiap ada peristiwa nikah diadakan nasehat 
perkawinan tentang perkawinan yang berkualitas, biasanya dilakukan 
padasaat kedua pihak yang akan melangsungkan perkawinan datang ke Kantor 
Urusan Agama. Petugas BP4 yang ada di Kantor Urusan Agama memberikan 
nasehat atau materi mengenai perkawinan terutama mengenai perlunya 
kematangan fisik maupun mental bagi pasangan suami istri sangat 
menentukan kelangsungan rumah tangga mereka. 
Beliau menambahkan nasehat perkawinan juga dilakukan pada saat 




utama yang di bawakan didalam nasehat perkawinan pada masyarakat adalah 
mengenai perlu ada kedewasaan bagi calon mempelai dalam melangsungkan 
perkawianan. Sebab banyak di antara pasangan suami istri yang kawian muda 
disini gagal dalam rumah tangganya.  Karenanya, dalam membawa materi 
atau penyuluhan kepada mereka, pembawa materi atau petugas BP4 
menegaskan perlunya suatu kedewasaan dalam menjalankan rumah tangga 
yang harmonis dan bahagia. Dewasa atau matang yang dimaksudkan adalah 
matang dari segi fisik dan mental. Anggota masyarakat khususnya para orang 
tua yang hadir di pesta perkawinan tersebut dapat mendengar dan memahami 
hal itu, sehingga mereka dapat menerapkan bagi anak-anak mereka.
38
 
Dengan demikian dapat di pahami bahwa salah satu  bentuk 
penyuluhan yang di berikan  oleh pihak Kantor Urusan Agam dalam 
mengantisipasi terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Bolo 
adalah mengadakan nasehat perkawinan di KUA bagi kedua belah pihak yang 
datang ke Kantor Urusan Agama dan di rumah penduduk yang 
melangsungkan perkawinan. 
b. Khutbah jumat 
Terlebih dahulu khatib ingin menyampaikan wasiat, marilah kita 
senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala dan 
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memantapkan ketaqwaan itu sebagai modal rohaniah dalam meraih 
kebahagiaan maupun dalam menghadapi berbagai problema kehidupan. 
Salah satu di antara kebahagiaan yang tidak bisa dinilai dengan materi 
ialah kebahagiaan hidup dalam keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. 
Sehingga ada ungkapan seorang penasehat perkawinan, “andaikan di dunia ia 
da surga, surga itu ialah perkawinan yang bahagia. Andaikan di dunia ia ada 
neraka, neraka itu adalah perkawinan yang gagal.” 
Syariat Islam tentang munakahat atau perkawinan dan kehidupan 
keluarga adalah bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang diliputi 
ketenangan dan kebahagiaan, atau dalam istilah agama disebut sakinah. 
Dalam al Qur’an, Allah menggunakan istilah mitsaaqon ghaliizha 
(perjanjian yang kokoh) ketika menyebut hubungan yang kokoh dengan akad 
nikah di antara manusia. Pernikahan menuntut setiap orang yang terkait di 
dalamnya untuk memenuhi hak dan kewajiban secara konsisten baik sebagai 
suami maupun sebagai istri dalam posisi dan kedudukan yang adil. 
Dengan demikian, membina keluarga sakinah merupakan kepentingan 
dan keperluan setiap muslim, terutama pasangan suami istri yang menjalani 
kehidupan dalam sebuah perkawinan. 
Khutbah jumat di Kecamatan Bolo di lakukan oleh para pembantu 




Pembawa khutbah jum’at memberikan arahan kepada anggota masyarakat 
akan perlunya pengembangan syari’at islam dan juga perlunya rumah tangga 
yang bahagia, tentram, aman, dan damai. Kokohnya suatu rumah tangga, tentu 
ditentukan oleh kedewasaan dan kematangan kedua belah pihak suami istri.
39
 
c. Pengajian rutin 
Salah satu langkah yang dilakukan Kantor Urusan Agama sebagai 
upaya dalam mengantisipasi terjadinya perkawinan di bawah umur adalah, 
pengajian ruting yang di pimpin langsung oleh para penyuluh Agama Islam 
atau para ustadz dan da’i di Kecamatan Bolo. Pengajian ini orientasinya dititik 
beratkan pada bidang pengembangan syari’at islam dalam lapisan masyarakat 
terutama rumah tangga. 
Kegiatan pengajian di bidang penyuluhan dan bimbingan dilakukan 
dengan jalan membentuk kelompok di tingkat Desa atau yang bisah disebut 
dengan majelis taklim di Kecamatan Bolo yang dilakukan dua minggu sekali 
di mesjid-mesjid atau yang menjadi obyek penyuluh para penyuluh agama 
islam guna memberikan penyuluhan kepada anggota masyarakat khususnya 
para orang tua dan ibu rumah tangga.
40
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Melalui pengajian lewat majelis taklim sangat membantu dalam 
mengantisipasi perkawinan di bawah umur, sehingga dampaknya sangat 
dirasakan khususnya Kantor Urusan Agama Kec. Bolo yang pada akhirnya 
dapat mengurangi hal tersebut.
41
 
Dengan demikian dapat dipahami bahwa salah satu upaya yang 
ditempu Kantor Urusan Agam Kecamatan Bolo Kabupaten Bima dalam 
mengantisipasi terjadinya perkawinan di bawah umur adalah mengadakan 
pengajian rutin yang di lakukan di mesjid-mesjid di Kecamatan Bolo. 
2. Penerapan Undang-undang Perkawinan 
Sebagai langkah dalam mengantisipasi perkawinan di bawah umur 
khususnya di Kecamatan Bolo yaitu dengan sosialisasi undang-undang 
perkawinan melalui pertemuan para pembantu PPN dan para P3 Desa sekali 
dalam tiga bulan dan memberikan juga penyuluhan di setiap mesjid tentang 




Alimuddin, S. Ag mengatakan, bahwa salah satu upaya dalam 
mengantisipasi terjadinya perkawinan dibawah umur di sini khususnya di 
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Kecamatan Bolo adalah, penegasan diterapkannya Undang-undang 
perkawinan. Bagi anggota masyarakat khususnya pada orang tua yang hendak 
mengawinkan anaknya, mereka diberi persyaratan yang tegas. Seperti mereka 
harus memperlihatkan kartu keluarga dan akte kelahiran anak yang hendak di 
kawinkan. Karena ada bahkan banyak di antara pasangan yang hendak kawin 
di sini menurut Undang-undang perkawinan, namun mereka melaporkan 
bahwa mereka sudah mencapai umur untuk itu. Karenanya untuk 
membuktikan pengakuan mereka, di haruskan membawa kartu kelahiran 
sianak yang hendak dikawinkan.
43
 
Dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa 
perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 
tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun.
44
 
Abdulah salah seorang pembantu PPN mengemukakan bahwa adanya 
penegasan akan penerapan Undang-undang perkawinan, yakni laki-laki 19 
tahun dan wanita 16 tahun baru dapat diizinkan kawin dengan bukti 
memperlihatkan akte kelahiran mereka, dalam mencegah atau meminimalisasi 
terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. 
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Cara atau langkah tersebut sangat efektif, terbukti hingga kini sudah mulai 
jarang perkawinan di bawah umur.
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Upaya serta usaha yang di lakukan oleh Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Bolo dalam mengantisipasi terjadinya perkawinan di bawah umur 
sebagaimana telah diuraikan tidak terlepas dari kegiatan dakwa yang 
merupakan kewajiban bagi setiap umat islam. Mereka di tuntut untuk 
melaksanakannya sesuai tarif kemampuannya masing-masing. Hal ini dapat 
dipahami firman allah SWT dalam Qs. An-nahl (16): 125  
                                 
                            
 
Terjemahannya: 
Serulah (manusia) kepada jalan tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang 
baik dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya tuhan mu 
dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan 




Ayat diatas dapat dijelaskan bahwa Allah SWT. Telah menyuru 
kepada rasul agar menyuru umatnya untuk melaksanakan syari’at yang telah 
digaris Allah bagi mahluk-Nya melalui wahyu yang diberikan kepada rasul, 
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dan memberi mereka pelajaran dan peringatan yang diletakkan di dalam kitab-
Nya sebagai hujjah atas mereka, dan bantahlah mereka dengan bantahan yang 
lebih baik daripada bantahan lainya, serta bersikaplah lemah lembut terhadap 
mereka dengan menyampaikan kata-kata yang baik.
47
 
Dengan demikian dapat dipahami bahwa Allah menyuruhkan agar 
mengajak hamba-hamba-Nya. Setiap muslim diwajibkan untuk melakukan 
dakwah, agar kebenaran agama yang telah diterima dapat dinikmati orang 
lain. Kebenaran inilah yang harus disampaikan seluas-luasnya kepada 
masyarakat dengan sikap dan pandangan yang bijak, nasehat yang indah, serta 
argumentasi yang kokoh. 
Syari’at Islam menegaskan bahwa penyuluhan, bimbingan dan 
sebagainya merupakan suatu hal yang wajib dilaksanakan. Sebagaimana 
firman Allah dalam QS. Ali Imran (3) : 104 
                               
          
Terjemahnya : 
Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 
kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, 
merekalah orang-orang yang beruntung.
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Menurut al-Maraghy bahwa orang yang diajak bicara dalam ayat tersebut 
ialah kaum mu’minin seluruhnya. Mereka terkena taklief agar memilih suatu 
golongan yang melaksanakan kewajiban ini. Realisasinya adalah hendaknya masing-
masing anggota kelompok mempunyai dorongan dan mau berkerja untuk 
mewujudkan hal ini, dan mengawasi perkembangannya dengan kemampuan optimal. 
Sehingga bila mereka melihat kekeliruan atau penyimpangan dalam hal ini amar 
ma’ruf nahi mungkar, segera mereka mengembalikannya ke jalan yang benar.49 
Kaum mu'minin di masa awal Islam berjalan pada sistem ini, yaitu melakukan 
pengawasan terhadap orang-orang yang melaksanakan pekerjaan-pekerjaan umum. 
Khalifah Umar ra. Pernah berkhutbah di atas mimbar, dan di antara ucapannya ialah, 
“jika kalian melihat dalam diriku suatu penyimpangan, maka luruskanlah oleh 
kalian”. Lalu, salah seorang pengembala berdiri seraya berkata “seandainya kami 
melihat penyimpangan  dalam dirimu, maka akan kami luruskan dengan pedang 
kami”.  
Para sahabat sendiri saling membantu dalam melaksanakan kewajiban ini. 
Masing-masing merasakan bagaimana pentingnya penyebaran panji Islam, 
pelestariannya dan melawan setiap orang-orang yang coba-coba berani merusak salah 
satu di antara kaidah Islam dan akhlaknya, termasuk hukum dan kemaslahatan jejak 
mereka pula. 
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Pada ayat lain Allah berfirman dalam QS. At-Taubah (9) : 122 
                          
                        
 
Terjemahnya : 
Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ( ke medan perang ). 
Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa 
orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang  agama dan untuk 
memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali 




Selanjutnya al-Maraghy telah mengemukakan bahwa yang melaksanakan 
dakwah hanyalah kalangan khusus dari umat Islam, yaitu yang mengetahui rahasia-
rahasia hukum, hikmah tasyri’ dan fiqihnya. Mereka adalah orang-orang yang 
melaksanakan hukum Allah SWT. Terhadap kemaslahatan hamba-Nya disetiap 
zaman dan tempat, sesuai dengan kader pengetahuan mereka, baik di masjid-masjid, 
tempat-tempat ibadah, kelompok masyarakat, atau perayaan-perayaan, bila 
kesempatan mengizinkan. 
Hal ini tidak bisa terwujud tanpa mereka terlebih dahulu membenahi 
persiapannya, membekali diri dengan ilmu yang dibutuhkan untuk mencapai 
kebahagiaan dan kemajuan, menghiasi diri dengan akhlaq utama dan sifat-sifat 
terpuji, sehingga mereka menjadi contoh yang baik untuk diturut, dan menjadi 
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perhatian umat lainnya. Selanjutnya, yang tersimpan dalam agama kami, dari semua 
itu dan apa yang ditinggalkan ( diwariskan) oleh Salapu’s-Shalih kepada kita, yaitu 
perbendaharaan dan kekayaan ilmiah, merupakan kecukupan bagi orang yang 
menghendaki kebaikan dan kebahagiaan. 
Uraian tersebut di atas menunjukan bahwa kegiatan dakwah merupakan suatu 
hal yang wajib atau perlu dilaksanakan oleh setiap umat atau sekelompok umat, untuk 
mencapai kebahagiaan, dan kedamaian di dalam masyarakat. Perlunya dakwah dalam 
suata masyarakat adalah menghendaki agar manusia mau sadar serta taat kepada 
tuhan sebagai penciptanya dan menyantuni sesama manusia, sebagai sesama makhluk 









Berdasarkan urain pada pembahasan bab sebelumnya, maka penulis 
menyimpulkan sebagai berikut : 
1. Dampak pernikahan dibawah umur adalah berbahaya bagi kesehatan.  Apalagi 
perempuanlah yang cukup banyak memiliki resiko seperti pada kandungan dan 
kebidanannya. Sebab, secara medis menikah di usia tersebut dapat mengubah sel 
normal (sel yang biasa tumbuh pada anak-anak) menjadi sel ganas yang akhirnya 
dapat menyebabkan infeksi kandungan dan kanker. Sedangkan untuk kebidanan, 
hamil di bawah usia 19 tahun tentunya sangat beresiko pada kematian. Terlebih 
secara fisik remaja belum kuat yang pada akhirnya bisa membahayakan proses 
persalinan.  
Sementara dari sisi ekonomi, kalau perkawinan yang dilakukan di bawah umur sering 
kali belum mapan dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Sehingga ini pun 
dikhawatirkan akan menjadi penyebab timbulnya kekerasan dalam rumah tangga. 
2. Peranan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dalam 
mengantisipasi terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Bolo 
Kabupaten Bima adalah, bimbingan dan penyuluhan dalam bentuk: nasehat 
perkawinan, pengajian dan khutbah jum’at penerapan terhadap Undang-




mematuhi ketentuan dilangsungkannya perkawinan menurut Undang-undang 
perkawinan, yakni 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. 
 
B. Saran 
berdasarkan kesimpulannya telah di uraikan sebelumnya, berikut ini akan 
di kemukakan beberapa syarat sebagai konsekuensi logis dari hasil penelitian 
sebagai berikut: 
1. Hendaknya orang tua menikahkan anaknya pada usia ideal sesuai undang-
undang perkawinan dan tidak menikahkan anaknya pada usia mudah yang 
mana masih membutuhkan perhatian dari kedua orang tua. 
2. Bagi para pihak yang berkompoten terutama pembantu pegawai pencatat 
nikah, petugas. BP4 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo, para pemuka 
Agama hendaknya tidak bosan-bosannya memberi arahan, bimbingan dan 
sebagainya dan kepada para pihak terutama kepada anggota masyarakat yang 
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